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BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 23 TAHUN 2015 

TENT ANG 

PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN ANGGARAN 
UNTUK KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA YANG TIDAK TERSELESAIKAN 

SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat 

memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk 

menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari 

kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan kontrak dan 

pemberian kesempatan dimaksud dapat melampaui tahun 

anggaran; 

b. bahwa untuk memberikan solusi dan kepastian hukum terkait 

penyelesaian pekerjaan dan pelaksanaan anggaran untuk 

kontrak pengadaan barang/jasa yang tidak terselesaikan 

sampai dengan akhir tahun anggaran, dipandang perlu 

mengatur lebih Ianjut dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penyelesaian Pekerjaan dan Anggaran untuk Kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir 

Tahun Anggaran; 

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851 ) ;  
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud 

menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5557); 

9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

10.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
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Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 

tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian 

pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Akhir 

Tahun Anggaran; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07 /2014 

tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa; 

15.  Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 

5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 

Tahun 2009 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN 

ANGGARAN UNTUK KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA YANG 

TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 

ANGGARAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran 
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD 
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja 
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan 
anggaran oleh pengguna anggaran. 

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD yang disingkat (DPAL-SKPD) 
adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran tahun berikutnya yang dapat dijadikan dasar 
pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. 

7 . Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan 
daerah. 
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9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umum daerah. 

10.  Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan 
Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan 
tertentu. 

1 1 .  Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai 
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31  Desember. 

12 .  Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah 
Tahun Anggaran berkenaan berakhir. 

BAB II 

SISA PEKERJMN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN 
AKHIR TAHUN ANGGARAN 

Pasal 2 
Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, harus 
selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan. 

Pasal 3 
(1 )  Dalam ha! pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka sisa pekerjaan dapat diberikan 
kesempatan untuk dilaksanakan tahun anggaran berikutnya sepanjang 
memenuhi sasaran fungsional dan manfaat bagi masyarakat umum. 

/r2lJSisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun 
U Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat diberlakukan sebagai 

berikut: 
a. Menjadi SiLPA tahun sebelumnya untuk membiayai keiQatan lanjutan yang! 

-r- ,� �� -- --- dapat dicairkan setelah pengesalian DPAL--SKPD sesuai ketentuan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 201 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan 
terkait yang berlaku. 

b. Diakomodir dalam APBD Perubahan/DPA Perubahan tahun anggaran 
berikutnya untuk membiayai penyelesaian pekerjaan. 

13\\SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
l_/ dikecualikan pekerjaan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (OAK) 

Pasal 4 

(1 )  Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran 
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 
a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu 

menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai 
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhimya masa pelaksanaan 
pekerjaan; 

1
13'� penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling

1 
'---- lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhimya masa pelaksanaan 

pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang 
ditandatangani di atas kertas bermeterai; 
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c. berdasarkan penelitian PA/KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa 
pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya 
dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam 
APED Perubahan/DPA Perubahan tahun anggaran berikutnya atau 
DPAL-SKPD. 

(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b 
paling sedikit memuat: 
a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan 

sisa pekerjaan; 
b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan 

ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa 
pelaksanaan pekerjaan/kontrak; 

c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan 

d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga 
apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa 
pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh 
keterlambatan penyelesaian revisi anggaran. 

(3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  PA/KPA 
memutuskan untuk: 

a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran berikutnya; 
a tau 

b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran 
berikutnya. 

(4) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
PA/KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP). 

Pasal 5 

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a tetap merupakan pekerjaan 
dari Kontrak berkenaan. 

Pasal 6 

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa 
pemerintah. 

Pasal 7 

PA/KPA bertanggungjawab secara formal dan material atas: 

a. keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran 
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan 
penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau 

b. keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun 
Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b. 
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BAB III 

PENYEDIAAN DANA 

Pasal 8 

(1 )  Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  dibebankan pada APBD 
Perubahan/DPA Perubahan Tahun Anggaran berikutnya atau melalui 
pengesahan DPAL-SKPD yang bersumber dari SiLPA. 

(2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban APBD Perubahan/DPA Perubahan 
Tahun Anggaran berikutnya atau DPAL-SKPD merupakan sisa pekerjaan 
Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31  Desember. 

(3) PA/KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada APBD Perubahan/DPA 
Perubahan-SKPD Tahun Anggaran berikutnya atau melalui pengesahan DPAL 
SKPD yang bersumber dari SiLPA. 

(4) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau ketentuan lain yang mengatur 
tentang tata cara revisi anggaran. 

(5) Pengajuan usu! revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilaksanakan paling lambat sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan 
yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2). 

BAB IV 

PERUBAHAN KONTRAK 

Pasal 9 

(1 )  Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun 
Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, 
PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan. 

(2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan dengan 
ketentuan: 

a. mencantumkan sumber dana dari APBD Perubahan/DPA Perubahan SKPD 
atau DPAL-SKPD untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan 
dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya; 

b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan. 

(3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan 
sebelum jangka waktu Kontrak berakhir. 

(4) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 
5% (lima persen) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun 
Anggaran berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan 
Perubahan Kontrak (apabila dibutuhkan). Apabila jangka waktu jaminan 
pelaksanaan awal belum habis atau masih berlaku sampai dengan berakhirnya 
tambahan waktu 50 (lima puluh) hari kalender, maka tidak perlu 
menyampaikan jaminan pelaksanaan dimaksud. 

B AB V  

TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN 

Pasal 10 

(1 )  PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan 
pada Tahun Anggaran berikutnya. 
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(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  harus sudah diterima 
oleh BUD selambat-lambatnya pada batas akhir pangajuan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP). 

(3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilampiri 
dengan copy surat pemyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat ( 1 )  hurufb yang telah dilegalisasi oleh PA/KPA. 

(4) Berdasarkan pemberitahuan dari PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) ,  BUD/PPKA melakukan penelitian guna memastikan apakah sisa anggaran 
sebesar nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran 
berikutnya tersedia anggarannya atau apakah dapat dianggarkan melalui 
APBD Perubahan/DPA Perubahan melalui revisi anggaran tahun berikutnya 
atau DPAL-SKPD. 

(5) BUD/PPKA akan memberi konfirmasi/rekomendasi tindaklanjut kepada 
PA/KPA terkait hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (4). 

Pasal 1 1  

( 1 )  Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran 
berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat 
pemyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). 

(2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa. 

(3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang 
tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, PA/KPA/PPK 
melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan 

b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian 
kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa. 

(4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
huruf b: 

a. disetorkan ke Kas Daerah oleh penyedia barang/jasa; atau 

b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan. 

Pasal 1 2  

Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena 
kesalahan Penyedia Barang/ Jasa, Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan dapat 
melakukan Penunjukan Langsung kepada Pemenang Cadangan berikutnya pada 
paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/ Jasa yang mampu dan 
memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BAB VI 

PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN 

Pasal 13 

Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran 
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan 
sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan Penyedia Barang/Jasa 
sebagaimana ketentuan kontrak. 

pekerjaan 
peraturan 
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Pasal 14 

Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM ke BUD/PPKD, dan penerbitan 
SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Ditetapkan di Tahuna 
pada tanggal 27 Oktober 2C15 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

HI RONI 

• 

Diundangkan di Tahuna 
pada tanggal 27 Ok to be r 2'.:15  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 

EDWIN RORING 

SERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015  NOMOR 23 


